
 
 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN 

PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO 

TRIWULAN I (JANUARI-MARET TAHUN 2019) 

 

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan 

1. Pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004. 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan 

Buku II ( Edisi Revisi ) Pola Bindalmin. 

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor W29-

A4/325/PS.01/IV/2019 tanggal 01 April  2019  Tentang Penunjukan 

Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Morotai. 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pengawasan meliputi : 

1. Administrasi Umum 

2. Pengadaan Barang dan Jasa 

3. Administrasi persidangan dan Pelaksanaan Putusan 

4. Administrasi perkara 

5. Managemen Peradilan 

C. Tujuan Pengawasan 

1. Untuk memantau pelaksanaan managemen Peradilan secara baik dan 

benar; 

2. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan 

ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan; 

3. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta fakta permasalahan-

permasalahan yang terdapat di lapangan dan selanjutnya memberikan 



 
 

pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk 

menindak lanjuti dalam mengambil keputusan; 

D. Metodologi Pengawasan 

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pengawas 

sebelumnya, kemudian melihat tindak lanjutnya; 

2. Memeriksa seluruh buku register, buku jurnal, buku induk keuangan 

perkara dengan cara mengamati apakah cara pengisian sudah sesuai 

dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Tugas 

dan Adminstrasi Peradilan Agama Buku II; 

3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, register minutasi 

perkara, keuangan perkara serta laporan perkara; 

4. Melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan dan Barang Milik 

Negara; 

E. Waktu Pengawasan 

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai 

Nomor W29-A4/325/PS.01/IV/2019 tanggal 01 April  2019  Tentang 

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Morotai, 

Hakim Pengawas Bidang diprogramkan untuk melaksanakan 

pengawasan secara regular sebanyak 4 kali dalam satu tahun yaitu : 

- Awal April     :     Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja triwulan I 

- Awal Juli     :     Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja triwulan II 

- Awal Oktober     :     Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja triwulan III 

- Awal Januari       :     Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja triwulan 

IV 

            Selain pengawasan secara regular, Hakim Pengawas Bidang juga 

melakukan pengawasan secara tidak langsung atau secara insidentil 

dengan cara mengadakan pengujian atau penilaian atas laporan isi 

dokumen. 

F. Susunan Hakim Pengawas Bidang 

1. Riana Ekawati, S.H., M.H.  :  Pembina/ Penanggung jawab/Koordinator   

2. Saiin Ngalim, S.H.I     :  Pengawas bidang administrasi umum, 

pengadaan 



 
 

                                                 Barang dan jasa. 

3. Abdul Jaris Daud, S.H.  :  Pengawasan bidang administrasi persidangan 

dan Pelaksanaan putusan, bidang administrasi perkara                                                 

Bidang manageman peradilan; 

 

G. URAIAN HASIL PENGAWASANKESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

HASIL PENGAWASAN INTERNAL PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO 



 
 

NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

1 2 3 4 5  

      

1. Sub Bidang Evaluasi 
Kegiatan; 

 

    

 - Belum dilakukan rapat 
khusus setiap akhir bulan 
atau triwulan mengenai 
evaluasi pelaksanaan 
kegiatan; 

 

- Evaluasi Kegiatan harus 
dilaksanakan sesuai dengan 
anjuran Dirjen Badilag; 

 

- Kurang adanya informasi 
dan  koordinasi dengan 
para pihak yang 
berkepentingan; 

 

- Pelaksanaan kegiatan 
tidak dapat 
dievaluasi; 

 

- Agar Penyusunan 
Program Kerja 
Tahunan belum 
mengikut 
sertakan wakil 
ketua, para 
hakim, pejabat 
fungsional dan 
struktural lainnya;  

 

2. Sub Bidang Pengawasan 
bidang Kinerja Pelayanan 
Publik; 

 

    

 - Masih adanya Petugas yang 
telah ditunjuk pada meja 
PTSP terkadang tidak berada 
ditempatnya; 

 
 
 
 
 

 

- Pelayanan pada meja PSTP 
harus dilaksanakan sesuai 
dengan standar SK Dirjen 
Badilag nomor 
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/20
18 tentang Pedomanan 
Pelayanan Terpadu Satu 
pintu di lingkungan peradilan 
agama; 

 

- Petugas yang ditunjuk 
tidak ada di kantor tanpa 
ada keterangan; 

 

- Pelayanan kepada 
para stake holder 
tidak terlaksanan 
dengan baik; 

 

- Petugas pada 
meja PTSP harus 
selalu berada di 
tempat; 

 



 
 

 - Tenaga honor yang ada 
belum melaksanakan 
tugasnya dengan maksimal; 

 

- Tenaga Honor bekerja sesuai 
dengan SK yang diberikan 
kepadanya serta tugas dan 
tanggungjawabnya; 

 

- Kurangnya jumlah tenaga 
honor dan kurangnya 
anggaran yang tersedia 
dalam DIPA; 

- Banyak pekerjaan 
yang yang sesuai 
tupoksinya tidak 
diselesaikan dengan 
baik; 

- Agar tenaga 
honor yang ada 
selalu 
melaksanakan 
tugasnya sesuai 
dengan tupoksi 
yang diberikan 
serta selalu 
dikontrol oleh 
atasan; 

 

 

Bidang Pengawasan : Administrasi Kepegawaian, Umum dan Keuangan serta IT dan Pelaporan 



 
 

NO BIDANG KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

1 
K

E
P

E
G

A
W

A
IA

N
 

Ketidaksesuaian antara 

rekapitulasi data 

kehadiran pada 

komdanas dengan daftar 

hadir dan daftar pulang 

pegawai 

Rekapitulasi data pada 

komdanas harus sesuai 

dengan daftar hadir dan 

daftar pulang 

Ketidakcermatan 

petugas dalam 

merekapitulasi data 

kehadiran dan 

kepulangan pegawai 

Tidak ada perbaikan 

bagi pegawai yang 

kurang disiplin agar 

berubah menjadi displin 

karena 

keterlambatannya atau 

ketidakhadirannya 

dilaporkan datang tepat 

waktu atau hadir 

Penegakan disiplin 

pegawai harus mengacu 

pada Perma No. 7 tahun 

2016, Perma No. 8 

tahun 2016, Keputusan 

KMA No. 

69/KMA/V/2009, 

Maklumat Ketua MA No. 

01/Maklumat/KMA/IX/20

17; 

2 
Masih sering 

ditemukannya pegawai 

yang keluar kantor tanpa 

izin dari atasannya 

Setiap pegawai yang 

keluar kantor harus 

mendapat izin dari 

atasannya dibuktikan 

dengan surat izin keluar 

kantor atau surat tugas 

Kesadaran akan 

kedisiplinan dan 

ketertiban kantor masih 

rendah 

Administrasi tidak tertib 

dan kedisiplinan kurang 

baik 

Sosialisasikan 

penegakan disiplin 

pegawai kembali 

kepada pegawai 

mengenai etika masuk 

dan keluar kantor 

3  
Masih ditemukan 

kehadiran dan pulang 

pegawai honorer yang 

Pegawai honorer 

berkewajiban mengisi 

daftar hadir dan daftar 

Kesadaran pegawai 

honorer rendah dalam 

mengisi daftar hadir dan 

Administrasi 

kepegawaian tidak tertib 

dan kinerja honor 

Memberikan punishmen 

terhadap pegawai honor 

yang tidak tertib jam 



 
 

tidak tertib di mana 

pegawai honorer tidak 

mengisi daftar hadir 

maupun daftar pulang 

pulang  daftar pulang dan tidak 

ada punishmen 

terhadap honor 

sangat rendah masuk dan jam pulang 

4  Sebagian kecil pegawai 

yang telah membuat SKP 

dan sebagian besar belum 

menyusunnya 

Setiap bulan Januari SKP 

seluurh pegawai harus 

sudah ada dan dikirim ke 

PTA 

Pekerrjaan pegawai 

tidak terencana dengan 

baik 

Output pekerjaan tidak 

terukur 

Mewajibkan seluruh 

pegawai membuat SKP 

di bulan Januari dan jika 

tidak maka pimpinan 

memberikan sanksi 

berupa teguran yang 

menjerakan 

5 

K
E

P
E

G
A

W
A

IA
N

 

Rencana kebutuhan 

pegawai di Pengadilan 

Agama Morotai belum 

disusun 

Satker harus menganalisa 

kebutuhan pegawai dan 

jika ditemukan 

kekurangan pegawai 

maka harus mengusulkan 

ke Badilag melalui PTA 

Pengetahuan terhadap 

manajemen Sumber 

Daya Manusia tidak 

cukup sehingga 

perencanaan dan 

pengaanggaran untuk 

pegawai tidak ada 

Kekurangan staf belum 

teratasi meskipun 

dengan tenaga honor 

sekalipun 

Merencanakan dan 

mengagarkan kebutuhan 

pegawai baik PNS 

maupun honorer 

6  analisa kebutuhan diklat / 

bimtek / pengembangan 

pegawai untuk 

Satker harus membuat 

analisa kebutuhan diklat / 

bimtek / pengembangan 

Pengetahuan terhadap 

pentingnya diklat / 

Bimtek / DDTK untuk 

Pengetahuan pegawai 

stagnan 

Membuat analisa 

kebutuhan DDTK dan 

menyelenggarakan 



 
 

pengembangan 

kompetensi belum 

disusun 

pegawai untuk 

pengembangan 

kompetensi 

pengembangan pegawai 

di seluruh bidang belum 

ada 

kegiatan DDTK untuk 

seluruh bidang 

pekerjaan baik bidang 

manajemen, 

kesekretariatan maupun 

kepaniteraan 

7  Rencana pengembangan 

kompetensi pegawai 

berdasarkan penilaian 

SKP (Sasaran Kinerja 

Pegawai) tidak ada 

Satker harus 

menindaklanjuti penilaian 

kinerja individu dan 

mengevaluasi kinerja 

individu dan menyusun 

rencana pengembangan 

pegawai berdasarkan 

penilaian kinerja individu 

pegawai 

SKP tidak dibuat Penilaian di akhir tahun 

terhadap kinerja individu 

pegawai sebatas 

formalitas dan belum 

dapat menyentuh 

urgensi penilaian 

SKP  dibuat di awal 

tahun dan dilakukan 

pemantauan capaian 

kinerja setiap bulan, 

triwulan, semester dan 

tahunan 

8 

K
E

P
E

G
A

W
A

IA
N

 

Melakukan pengukuran 

kinerja individu dengan 

indikator kinerja individu 

secara periodic baik 

bulanan, triwulan maupun 

semesteran 

Satker harus melakukan 

pengukuran kinerja 

individu pegawai secara 

periodik baik bulanan, 

triwulan maupun 

semesteran dan tahunan 

Tidak ada SKP dan tidak 

ada kesadaran rencana 

peningkatan kinerja  

Pekerjaan individu tidak 

terukur 

Melaksanakan 

pengukuran kinerja 

dengan terencana  



 
 

9  Belum ada pemberian 

reward kepada aparatur 

berdasarkan penilaian 

kinerja individu 

Satker harus melakukan 

monitoring dan evaluasi 

terhadap palaksanakan 

kinerja individu secara 

periodik dan memberikan 

reward bagi individu 

berprestasi 

Perencanaan untuk 

peningkatan kinerja 

tidak ada 

Kinerja pegawai stagnan Melakukan monev 

terhadap kinerja individu 

dan memberikan reward 

meskipun berupa 

sertifikat 

10  Disiplin berpakaian sangat 

kurang. Pada jam kerja 

sebagaian pegawai 

menggunakan baju kaos 

dan sandal jepit. 

Di Jam Kerja semua 

pegawai harus 

berpakaian resmi dan 

sepatu 

Kesadaran disiplin 

berpakaian rendah 

Performance pegawai 

tidak menarik 

Sosialisasi disiplin 

berpakaian 

11 

IT
 d

a
n
 

p
e

la
p

o
ra

n
 

Pemantauan pencapaian 

kinerja setiap bulan belum 

ada 

Pemantauan kinerja 

dilaksanakan setiap bulan 

dengan melaksanakan 

rapat bulanan 

Kurangnya kesadaran 

pentinya output kinerja 

pegawai 

Outpot kinerja pegawai 

tidak diketahui sehingga 

evaluasi tidak terlaksana 

Melaksanakan rapat 

bulanan dalam rangka 

memantau kinerja 

pegawai 

12 

U
M

U
M

 D
A

N
 

K
E

U
A

N
G

A
N

 

Kontrol terhadap 

Kebersihan kantor tidak 

maksimal sehingga 

ruangan kerja dan toilet 

Kontrol terhadap 

kebersihan kantor harus 

maksimal agar pekerjaan 

petugas kebersihan 

Kurangnya kesadaran 

kebersihan dan kerapian 

kantor 

Ruangan kerja dan toilet 

tidak bersih 

Memaksimalkan kontrol 

terhadap kerja petugas 

kebersihan 



 
 

 

kotor maksimal 

13 
Kebersihan kantor baru 

dimulai setelah masuk 

jam kerja 

Ketika jam kerja dimulai 

pukul 08.00 seluruh 

ruangan harus sudah 

siap dipakai 

Petugas kebersihan 

datang setelah jam 

kantor di mulai 

Ruangan dan tempat 

kerja belum siap pakai 

saat jam kerja dimulai 

Mewajibkan seluruh 

tenaga honor tanpa 

kecuali untuk 

membersihkan kantor 

sebelum jam kerja 

14 
Masih sering ditemukan 

kantor sepi tanpa 

Petugas keamanan di 

luar jam kerja terutama 

malam hari 

Keamanan kantor 

pengadilan tidak boleh 

diabaikan. Keamanan 

kantor harus berjalan 24 

jam x 7 

Petugas keamanan 

belum sadar akan 

tanggungjawabnya 

Kemanan kantor tidak 

terjamin, berpeluang 

terulangnya pencurian di 

kantor 

Membina petugas 

keamanan kantor 



 
 

 

A. KESIMPULAN 

Dari pengawasan  Hakim Pengawas Bidang terhadap beberapa aspek 

yang meliputi Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, 

Pengelolaan Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Laporan 

Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara, maka dapat disimpulkan 

bahwa pada umumnya aparat Pengadilan Agama Morotai telah 

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, akan tetapi masih ada beberapa hal yang 

masih harus diperbaiki dan ditingkatkan sesuai dengan saran-saran 

yang telah disebutkan dalam temuan. 

 

B. REKOMENDASI 

Kepada Pejabat Pengadilan Agama Morotai yang terkait agar dapat 

menindak lanjuti saran-saran dari Hakim Pengawas Bidang. 

 

 

 Tobelo, 1 April 2019 

       Koordinator Hakim Pengawas Bidang, 

 

 

Riana Ekawati, S.H., M.H. 


